SALINAN

BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dokumen

1.

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2019, terbitnya Petunjuk Teknis Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro;

bahwa untuk melakukan penyesuaian anggaran di
beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26
Tahun 2019 perlu diubah dan disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapakan
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor
70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan
Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2730);



10.

11

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 43355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4393);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi dan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2018; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 465);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri
E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2007 Nomor 1);



Menetapkan :

4

24.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2
Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2016 Nomor 16);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 122);

27.Peraturan Bupati Lumajang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 25);

28. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26
Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2019 Nomor 30);

29. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 18
Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban,
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2018 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 70
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 70)
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2018 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri
atas :
1. Pendapatan :

a. pendapatan asli daerah Rp 310.870.477.901,00
b. dana perimbangan Rp 1.485.650.753.000,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 477.192.661.000,00
Jumlah pendapatan Rp 2.273.713.891.901,00
2. Belanja :
a. belanja tidak langsung
1. belanja pegawai Rp 791.004.952.759,00
2. belanja hibah Rp 160.343.685.000,00
3. belanja bantuan sosial Rp 60.198.310.000,00
4. belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Rp 11.028.665.753,00

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa

5. belanja Bantuan Keuangan kepada Rp 375.738.833.256,00
Provinsi/Kabupaten/Kota/
Pemerintahan Desa dan Partai Politik

6. belanja Tidak Terduga Rp 2.500.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 1.400.814.446.768,00

b. belanja Langsung

1. belanja pegawai Rp 36.992.847.792,00
2. belanja barang dan jasa Rp 642.450.249.394,00
3. belanja modal tanah Rp 176.104.000,00
4. belanja modal peralatan dan mesin Rp 77.946.032.117,00
5. belanja modal gedung dan Rp 70.978.131.878,00
bangunan
6. belanja modal jalan, irigasi dan Rp 151.980.817.597,00
jaringan
7.belanja modal aset tetap lainnya Rp 11.603.255.355,00
8. belanja modal aset lainnya Rp 7.292.006.600,00
Jumlah Belanja Langsung Rp 999.897.845.133,00
Jumlah Belanja Rp 2.400.213.891.901,00
Surplus/Defisit Rp (126.500.000.000,00)
3. Pembiayaan :
a. penerimaan Rp 138.000.000.000,00
b. pengeluaran Rp 11.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 126.500.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 0,00

Tahun Berkenaan



2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagian dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

b. Penjabaran APBD yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
dan

c. Lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan dilumajang
pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI LUMAJANG,
ttd.
H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 14 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs AGUS TRIYONO, M. Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 47



